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KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR @43 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Uin
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, perlu adanya
upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian
Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Uin
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;

b.  bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama
nomor 23 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada
Kementerian Agama, perlu dibentuk Unit Pengendalian
Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudbdalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusann Rektor Uin
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang
pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Uin Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851;

(U
.

Mengingat:

2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan




Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11.  Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 348);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 43);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1225);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.




KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut
UPG, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : UPG bertugas:

a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan
Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada
Komisi;

b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada
UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;

c¢. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan
laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status
kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi;

d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan satuan kerja;

e. mendorong unit terkait pada satuan kerjanya untuk menyusun
ketentuan pengendalian Gratifikasi;

f. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak
internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian
Gratifikasi; dan

g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak
internal dan eksternal satuan kerja.

KETIGA : UPG berkedudukan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
\AMRE KTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ARBARY PADANGSIDIMPUAN
!
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR @42 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Susunan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi pada UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN:

Ketua : Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
Sekretaris Ali Murni, S.Ag., M.AP.
Pelaksana 1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

2. Prof. Dr. Darwis Harahap, S.Hl., M.Si.

3. Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag.
4. Dr. Hamka, M.Hum.

5. Dr. Ahmatnijar Nasution, M.Ag.

6. Dr. Hj. Lis Yulianti Syafrida Siregar, M.Psi.
7. Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 0! Jutt 202¢
REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
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